
 

PERATURAN  

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                               NOMOR: 03/M-DAG/PER/1/2010  

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2010 – 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka menengah 
di bidang perdagangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, 
diperlukan suatu perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan; 

  b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan budaya organisasi 
berbasis kinerja, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 
Perdagangan harus berlandaskan pada perencanaan strategis; 

  c. bahwa Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi serta dalam upaya mewujudkan organisasi berbasis kinerja 
menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good 
governance; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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